KOMIS] PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 345 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 259 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI PARTAI

POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PELAKSANAAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN

Menimbang

.oa.

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun
2022 tentang Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon
Peserta Pemilihan Umum dalam  Pelaksanaan
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 330 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman
Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan
Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi,
dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perlu melakukan
perubahan atas rincian program dan jadwal kegiatan

pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik
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Mengingat

peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman
Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan
Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi,
dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
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Menetapkan

KESATU

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 680);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun
2022 tentang Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon
Peserta Pemilihan Umum dalam  Pelaksanaan
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 330 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman
Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan
Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi,
dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 259 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS BAGI PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PELAKSANAAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.

Mengubah ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman
Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum
dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 330 Tahun 2022 tentang
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KEDUA

KETIGA

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi

Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam

Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi 2

(dua) Bab, yakni sebagai berikut:

a. Bab IA Tabel 1A.1 Rincian Program dan Jadwal
Kegiatan; dan

b. Bab IV Verifikasi Administrasi.

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
~ KOMISI PEMILIHAN UMUM
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 345 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 259 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS BAGI PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN
UMUM DALAM PELAKSANAAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEDOMAN TEKNIS BAGI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN
UMUM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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BAB IA

RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN

Rincian program dan jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan

penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah sebagai

berikut:

Tabel 1A. 1 Rincian program dan jadwal kegiatan

melakukan  Verifikasi
Administrasi dokumen
persyaratan

keanggotaan Partai

Politik

Agustus 2022

JADWAL
NO. PROGRAM/KEGIATAN AWAL AKHIR
1. Pengumuman pendaftaran | Jumat, 29 Juli Minggu, 31 Juli
Partai Politik 2022 2022
2. Pendaftaran dan | Senin, 1 Agustus Minggu, 14
penyampaian dokumen 2022 Agustus 2022
pendaftaran oleh  Partai
Politik
3. Verifikasi Administrasi
a. KPU melakukan | Selasa, 2 Agustus Minggu, 11
Verifikasi Administrasi 2022 September 2022
dokumen persyaratan
Partai Politik
b. KPU Kabupaten/Kota Selasa, 16 Jum’at, 9

September 2022

1) Verifikasi
Administrasi
dokumen
persyaratan
keanggotaan Partai

Politik

Selasa, 16
Agustus 2022

Jum’at, 9

September 2022

2) Tindak lanjut hasil
Verifikasi
Administrasi oleh

Partai Politik

Jumat, 19
Agustus 2022

Selasa, 6

September 2022
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NO.

PROGRAM/KEGIATAN

JADWAL

AWAL

AKHIR

terhadap dugaan
keanggotaan ganda
dan keanggotaan
yang berpotensi
tidak

syarat keanggotaan

memenuhi

KPU

Kabupaten/Kota
menerima hasil
tindak lanjut
terhadap dugaan
keanggotaan ganda
dan keanggotaan
yang berpotensi
tidak memenuhi
syarat dari Partai

Politik

Jumat, 19
Agustus 2022

Selasa, 6

September 2022

KPU Kabupaten/
Kota melakukan
Verifikasi

Administrasi
terhadap surat
pernyataan dugaan
keanggotaan ganda
dan keanggotaan
yang berpotensi
belum memenuhi
syarat dari Partai

Politik

Minggu, 4
September 2022

Kamis, 8

September 2022

5)

KPU
Kabupaten/Kota
melakukan
klarifikasi

langsung terhadap

Secara

anggota Partai

Minggu, 4
September 2022

Kamis, 8

September 2022
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JADWAL
NO. PROGRAM/KEGIATAN
AWAL AKHIR
Politik yang belum
dapat ditentukan
statusnya
Penyampaian hasil Sabtu, 10 Sabtu, 10

Verifikasi Administrasi
dokumen persyaratan
keanggotaan Partai
Politik oleh KPU
Kabupaten/Kota

kepada KPU Provinsi

September 2022

September 2022

Rekapitulasi hasil
Verifikasi Administrasi
dokumen persyaratan
keanggotaan Partai
Politik dari KPU
Kabupaten/Kota oleh

KPU Provinsi

Minggu, 11
September 2022

Minggu, 11
September 2022

Penyampaian hasil
Verifikasi Administrasi
dokumen persyaratan
keanggotaan Partai
Politik oleh KPU

Provinsi kepada KPU

Minggu, 11
September 2022

Minggu, 11
September 2022

Rekapitulasi hasil
Verifikasi Administrasi
dokumen persyaratan
keanggotaan Partai
Politik dari KPU Provinsi

oleh KPU

Senin, 12

September 2022

Selasa, 13
September 2022

Penyampaian

rekapitulasi hasil
Verifikasi Administrasi
kepada Partai Politik

dan Bawaslu

Rabu, 14
September 2022

Rabu, 14
September 2022
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JADWAL
NO. PROGRAM/KEGIATAN AWAL ARHR
4, Masa perbaikan dan Kamis, 15 Rabu, 28
penyampaian dokumen | September 2022 September 2022
persyaratan  oleh  Partai
Politik
5. Verifikasi Administrasi
perbaikan
a. KPU melakukan Kamis, 29 Rabu, 12
Verifikasi Administrasi | September 2022 Oktober 2022
terhadap dokumen

persyaratan perbaikan

b. KPU Kabupaten/Kota

melakukan  Verifikasi
Administrasi dokumen
persyaratan perbaikan
keanggotaan hasil

perbaikan

Sabtu, 1 Oktober
2022

Minggu, 9
Oktober 2022

1) Verifikasi
Administrasi
dokumen
persyaratan
perbaikan
keanggotaan hasil

perbaikan

Sabtu, 1 Oktober
2022

Minggu, 9
Oktober 2022

2) Tindak lanjut hasil
Verifikasi

oleh

Politik

Administrasi
Partai
terhadap dugaan
keanggotaan ganda
dan keanggotaan
yang berpotensi
tidak

syarat keanggotaan

memenuhi

Minggu, 2 Oktober
2022

Rabu, 5 Oktober
2022

3) KPU
Kabupaten/Kota

Minggu, 2 Oktober
2022

Rabu, 5 Oktober
2022
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NO.

PROGRAM/KEGIATAN

JADWAL

AWAL

AKHIR

menerima hasil
tindak lanjut
terhadap dugaan
keanggotaan ganda
dan keanggotaan
yang berpotensi
tidak memenuhi
syarat dari Partai

Politik

4)

KPU
Kabupaten/Kota
melakukan
verifikasi terhadap
surat pernyataan
dugaan
keanggotaan ganda
dan keanggotaan
berpotensi  belum
memenuhi syarat

dari Partai Politik

Kamis, 6 Oktober Minggu, 9

2022

Oktober 2022

5)

KPU

Kabupaten /Kota
melakukan
klarifikasi  secara
langsung terhadap
anggota Partai
Politik yang belum
dapat ditentukan

statusnya

Kamis, 6 Oktober Minggu, 9

2022

Oktober 2022

Penyampaian hasil

Verifikasi Administrasi

dokumen persyaratan

perbaikan keanggotaan

Partai Politik oleh KPU

Senin, 10 Oktober Senin, 10

2022

Oktober 2022
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NO.

PROGRAM/KEGIATAN

JADWAL

AWAL

AKHIR

Kabupaten/Kota
kepada KPU Provinsi

hasil

Administrasi

d. Rekapitulasi
Verifikasi
dokumen persyaratan

perbaikan keanggotaan

Politik  hasil

KPU

oleh

Partai
perbaikan dari
Kabupaten/Kota

KPU Provinsi

Selasa, 11
Oktober 2022

Selasa, 11
Oktober 2022

e. Penyampaian hasil

Verifikasi Administrasi
dokumen persyaratan
perbaikan keanggotaan
Politik  hasil
perbaikan oleh KPU

Provinsi kepada KPU

Partai

Selasa, 11
Oktober 2022

Selasa, 11
Oktober 2022

f. KPU melakukan

rekapitulasi dan
menyusun Berita Acara
hasil

Administrasi

rekapitulasi
Verifikasi
dokumen persyaratan
perbaikan keanggotaan

Partai Politik

Rabu, 12 Oktober
2022

Kamis, 13

Oktober 2022

g. Penyampaian

rekapitulasi hasil
Verifikasi Administrasi
kepada Partai Politik

dan Bawaslu

Jumat, 14
Oktober 2022

Jumat, 14
Oktober 2022

Pengumuman hasil Verifikasi

Administrasi

Jumat, 14
Oktober 2022

Jumat, 14
Oktober 2022
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JADWAL
NO. PROGRAM/KEGIATAN AWAL ARHR
7. Verifikasi Faktual
kepengurusan dan
keanggotaan
a. Verifikasi Faktual | Sabtu, 15 Oktober Senin, 17
kepengurusan = Partai 2022 Oktober 2022
Politik tingkat pusat
oleh KPU
b. Verifikasi Faktual | Sabtu, 15 Oktober Senin, 17
kepengurusan Partai 2022 Oktober 2022

Politik tingkat provinsi
oleh KPU Provinsi

c. Verifikasi Faktual | Sabtu, 15 Oktober Jumat, 4
kepengurusan dan 2022 November 2022
keanggotaan Partai
Politik tingkat
kabupaten/kota  oleh
KPU Kabupaten/Kota

d. Penyampaian hasil Sabtu, 5 Sabtu, 5
Verifikasi Faktual | November 2022 November 2022
kepengurusan dan
keanggotaan Partai
Politik oleh KPU
Kabupaten/Kota
kepada KPU Provinsi

e. Rekapitulasi hasil Minggu, 6 Minggu, 6
Verifikasi Faktual | November 2022 November 2022
kepengurusan dan
keanggotaan Partai
Politik di tingkat
provinsi oleh KPU
Provinsi

f.  Penyampaian hasil Senin, 7 Senin, 7
rekapitulasi Verifikasi | November 2022 November 2022

Faktual kepengurusan

dan keanggotaan Partai
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JADWAL
NO. PROGRAM/KEGIATAN AWAL ARHR

Politik oleh KPU
Provinsi kepada KPU

g. Rekapitulasi hasil Selasa, 8 Selasa, 8
Verifikasi Faktual | November 2022 November 2022
kepengurusan dan
keanggotaan Partai
Politik oleh KPU

h. Penyampaian Rabu, 9 November Rabu, 9
rekapitulasi hasil 2022 November 2022
Verifikasi Faktual
kepengurusan dan
keanggotaan oleh KPU
kepada Partai Politik
dan Bawaslu

Masa perbaikan persyaratan Kamis, 10 Rabu, 23

kepengurusan dan
keanggotaan dan
penyampaian dokumen

persyaratan perbaikan oleh

Partai Politik

November 2022

November 2022

Verifikasi Faktual perbaikan

persyaratan kepengurusan
dan  keanggotaan = Partai
Politik

a. Verifikasi Faktual

perbaikan persyaratan

Kamis, 24
November 2022

Sabtu, 26
November 2022

kepengurusan Partai
Politik tingkat pusat
oleh KPU
b. Verifikasi Faktual Kamis, 24 Sabtu, 26

perbaikan persyaratan
kepengurusan Partai
Politik tingkat provinsi

oleh KPU Provinsi

November 2022

November 2022
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JADWAL
NO. PROGRAM/KEGIATAN AWAL ARHR

c. Verifikasi Faktual Kamis, 24 Rabu, 7
perbaikan persyaratan | November 2022 Desember 2022
kepengurusan dan
keanggotaan Partai
Politik tingkat
kabupaten/kota  oleh
KPU Kabupaten/Kota

10. Rekapitulasi hasil Verifikasi

Faktual Partai Politik calon

peserta Pemilu

a. Penyampaian hasil Kamis, 8 Kamis, 8
Verifikasi Faktual di| Desember 2022 Desember 2022
tingkat KPU
Kabupaten/Kota
kepada KPU Provinsi

b. Rekapitulasi hasil Jumat, 9 Sabtu, 10
Verifikasi Faktual di| Desember 2022 Desember 2022
tingkat KPU
Kabupaten/Kota di KPU
Provinsi

c. Penyampaian hasil Minggu, 11 Minggu, 11
Verifikasi Faktual | Desember 2022 Desember 2022
kepada KPU

d. Rekapitulasi nasional Senin, 12 Rabu, 14
hasil Verifikasi Faktual | Desember 2022 Desember 2022
Partai  Politik calon
peserta Pemilu

11. Penetapan

a. Penetapan Partai Politik Rabu, 14 Rabu, 14
peserta Pemilu Desember 2022 Desember 2022

b. Penetapan hasil Rabu, 14 Rabu, 14

pengundian nomor urut
Partai Politik peserta

Pemilu

Desember 2022

Desember 2022
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NO.

PROGRAM/KEGIATAN

JADWAL

AWAL

AKHIR

12.

Pengumuman Partai Politik

Peserta Pemilu

Rabu, 14
Desember 2022

Rabu, 14
Desember 2022
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BAB IV
VERIFIKASI ADMINISTRASI

Tindak Lanjut Partai Politik

Partai Politik menindaklanjuti hasil Verifikasi Administrasi terhadap

dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang

dinyatakan belum memenuhi syarat dengan ketentuan:

1.

menyampaikan surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus
sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa,
atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-
undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan
KPU yang dilampiri dengan bukti keputusan pejabat yang berwenang
tentang pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti
sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa,
atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-
undangan;

menyampaikan surat pernyataan anggota Partai Politik mengenai
status usia dan/atau perkawinan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIV Peraturan KPU yang dilampiri dengan bukti akta nikah;
menyampaikan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan KPU;

Dalam hal surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1,
angka 2, dan angka 3 tidak dibubuhi meterai, Partai Politik dapat
menggunakan surat pernyataan tindak lanjut Partai Politik yang
menerangkan bahwa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
angka 1, angka 2, dan angka 3 tersebut di atas adalah benar dan sah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan

surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan
angka 3 disampaikan kepada KPU melalui Sipol paling lambat 3 (tiga)

Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.
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Klarifikasi Partai Politik

Apabila anggota Partai Politik belum dapat dipastikan keanggotaannya

setelah dilakukan tindak lanjut dengan menggunakan surat pernyataan

sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 maka Partai Politik
melakukan klarifikasi dengan ketentuan:

1. Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik dimaksud ke kantor
KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;

2. anggota Partai Politik dimaksud mengisi daftar hadir pada saat
pelaksanaan klarifikasi secara langsung; dan

3. anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya
wajib menunjukan KTA dan KTP-el atau KK kepada KPU
Kabupaten/Kota untuk diperiksa kesesuaiannya dengan data yang
ada dalam Sipol.

4. dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak
dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU
Kabupaten/Kota, maka Petugas Penghubung Partai Politik tingkat
Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi
dengan ketentuan sebagai berikut:

1) digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit
keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan
untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu
yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;
dan

2) Petugas Penghubung Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota
dengan KPU Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi
informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa

panggilan video atau konferensi video.

Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan

Partai Politik calon peserta Pemilu dapat memperbaiki dokumen

persyaratan yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan/atau mengganti

dokumen persyaratan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat

berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dengan ketentuan:

1. menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan melalui Sipol;

2. menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah
pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU

menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX
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Peraturan KPU setelah menyampaikan dokumen persyaratan
sebagaimana dimaksud pada angka 1;

formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditandatangani oleh
Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan
keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan
hak asasi manusia yang dibubuhi cap Partai Politik dan dicetak dari
Sipol;

penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana
dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat
Pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik
tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang
disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum dan hak asasi manusia atau dapat dilakukan oleh
Petugas Penghubung tingkat pusat;

penyampaian dokumen persyaratan perbaikan dimulai 1 (satu) Hari
setelah menerima rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dengan
waktu penyampaian mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul
16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa
penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai
dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat; dan

Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat atau Petugas Penghubung
tingkat pusat menunggu petugas penerimaan dokumen persyaratan
perbaikan memeriksa kelengkapan dokumen dimaksud sampai
dengan petugas penerimaan dokumen persyaratan perbaikan
menetapkan status penyampaian dokumen persyaratan perbaikan

Partai Politik calon peserta Pemilu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,

et

Nur Syarifah

ttd.

HASYIM ASY'ARI

|dih.kpu.go.id



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 345 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 259 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI
PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILIHAN UMUM DALAM
PELAKSANAAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

FORMULIR SURAT PERNYATAAN TINDAK LANJUT PARTAI POLITIK

jdih.kpu.go.id



FORM. Surat Pernyataan Tindak Lanjut
Partai Politik

SURAT PERNYATAAN TINDAK LANJUT PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama < TR —— ]
INGATIERT TR, 5] v imiin i, i s i i e i |
Jabatan : [Ketua Umum/Ketua atau sebutan lain]

2. Nama SRS ]
Nomor KTA [ |
Jabatan :[Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lain]

menerangkan bahwa sesungguhnya Surat Pernyataan anggota sebagaimana
terlampir adalah benar dan sah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata
di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Ketua Umum/Ketua atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau

sebutan lain*), sebutan lain¥),

Meterai

Rp 10.000,00

...................................................................................

(tanda tangan dan nama terang) (tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu
Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Jakarta
SEKRETARIAT JENDERAL pada tanggal 8 September 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM

; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
~Kepala Biro Perundang-Undangan,

N5 & @» ;€ ttd.
f‘f e f

AN HASYIM ASY'ARI

Nur Sjarifah

jdih.kpu.go.id



		2022-09-09T13:21:01+0700
	JDIH KPU
	I am the author of this document




